PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR = TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 25
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAT TINGKAT PERTAMA DI KOTA

<

KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan

Mengingat :

1

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan Biava Operasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

bahwa terdapat dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan lainnya meliputi belanja barang operasional yang
belum tertuang dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 25
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana
Jaminan Kapitasi Kesehatan Nasional Tingkat Pertama di
Kota Kendari ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Kendari tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Dana Jaminan Kapitasi Kesehatan
Nasional Tingkat Pertama di Kota Kendari;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kolamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);



2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456),

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang
perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81};

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
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.

Biaya Opresional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 21):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA

KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TINGEAT
PERTAMA DI KOTA KENDARI

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dan ayat 7 Pasal 5 dalam Peraturan Walikota
Kendari Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Dana Jaminan Kapitasi Kesehatan Nasional Tingkat
Pertama di Kota Kendari ( Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019
Nomor 25 ) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya
operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untulk
a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. Belanja barang operasional, terdiri atas :
1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
2. pelayvanan kesehatan luar gedung;
3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas
keliling;
4. bahan cetak atau alat tulis kantor:
5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;

6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan:
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7. pemeliharaan sarana dan prasarana;
8. Pemasangan, Penambahan dan Pemeliharaan Dava Listrik;
9. Pemeliharaan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL): dan
10. Biaya Operasional Kegiatan Prolanis ( Snack dan Honor
Instruktur Senam).
b. Belanja modal dan sarana prasarana yang pelaksanaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan
pengadaan barang/jasa vang terkait dengan dukungan biava
operasional pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kota Kendari sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
mempertimbangkan  ketersediaan vang dialokasikan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
berpedoman pada formularium nasional.

(6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan
tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk
obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara
terbatas bagi Puskesmas yang mempunvai Dokter Saintifikasi
Jamu, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi
untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan
biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota

ini.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Kendari.
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : o TAHUN 2020
TANGGAL : 01— (- 2020

DAFTAR LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA KENDARI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL TINGKAT PERTAMA DI KOTA KENDARI

—_
MO BELANIA BARANG OPERASIONAL
Belanja Obat
Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada
semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik
' Pemerintah Daerah.
1. | Contoh belanja:
Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin {Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinel
(Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tah), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat
(Tab), Lidokain, dan lain-lain.
Belanja Alat Kesehatan
| Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatanuntuk pelayanan kesehatan, alat-
2. | slat laboratorium untuk permeiihsaan laboratorium di FKTF milik Pemieiintah Daeiah.
Contoh belanja;
Dental unit, stebilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana
_pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan fain-lain.
Belanja Bahan Medis Hahis Pakai (BMHP)
Ruang lingkup dari belanja ini meliputi helanja bahan medis hahis pakai yang berkaitan langsung
! 3. | dengan pelayanan kesehatan (medis dan |aboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.
Contoh belanja:
Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.
Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung
| Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN
yang mencakup upaya promotif, preventit, kuratif dan rehabilitatif di EKTP millk Pemerintah
4. | Daerzh.
Contoh belanja;
Konsumsi untuk penyuluhan/scsialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang
harian bagi narasumber, konsumsi rapat, Diaya peiugas piket/jaga (honor lembur + yang makanj,
) dan lzin-lain.
Pelayanan Kesehatan Luar Gedung
Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif,
5. | preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta IXN dalam

L

| penyelengoaraan program IKN

G
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BELANJA BARANG OPERASIONAL

| Contoh belanja:

Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi,
transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.

Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling

|
|

6. | Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling
(pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan
kesehatan.

Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor
Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang
diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi

7o | tdsyerakel |
Contoh belanja:

Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet,
brosur, poster, dan lain-lain.

Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi

Ruang lingkup helanfa inl adalah intuk kegiatan administrazi, koordinasi program  dan
pelaksanaan sistern informasl dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta laminan Kesehatan

8. | Nasional [JKN).

Contoh belanja;

Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai,
perangko, hardware dan softwaresistern informasl (komputer, laptop), mouse, printer,
langganan internet, LCD,Biaya Operasional Kegiatan Prolanis (Snack dan Honor Instruktur Senam)
dan lain-lain. ot
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Ruang Lingkup belanja ini adalah dzlam rangks meningkatkan kemampuan/peningkatan

9, kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah.

Contoh belanja: |

Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, |

konsumsi, dan lain-lain. .

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana

dan prasarana FKTP milik pemerintzh dasrah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang
10, | lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.

Contoh belanja:

Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecetan FKTP, perbaikan
saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC,
perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, Pemasangan, Penambahan dan
| Pemeliharaan Daya Listrik, Pemeliharaan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL), dan lain-lain.

|
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BELANJA MODAL

Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan KesehatanRuang
Lingkup belan]a ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah |
daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP
milik pemerintah daerah pemerintah daerah.

Contoh belanja:

Belanja kursi tunggu pasien, lemari ohat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas,
AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain,
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